BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Permasalahan

Generasi muda dan politik, sering kali dianggap tidak serasi. Anak muda
bahkan dianggap sebagai kelompok masyarakat yang paling acuh dengan politik.
Jangankan untuk terjun dalam proses kegiatan politik, mendengar isu politik saja
sudah enggan. Anak muda dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang rendah dan
sinis terhadap politik ataupun lembaga pemerintahan (Haste, 2006). Hal ini bisa
dilihat dari partisipasi politik mereka, salah satunya dengan minimnya jumlah anak
muda yang bergabung dalam partai politik dan anak muda cenderung menjadi
“Golongan Putih” atau golput (tidak memilih) dalam ajang Pemilihan Umum
(EACEA, 2013). Anak muda menjadi kelompok yang jauh dari gelora politik,
menghindari isu politik, dan menutup diri dari paparan politik. Meski demikian, ini
bukan berarti anak muda tidak berpartisipasi dalam politik. Jika kita melihat lebih
jauh tentang bentuk-bentuk partisipasi politik, maka anak muda di Indonesia telah
mengalami siklus perubahan bentuk partisipasi politik dari tahun ke tahun.

Jika kita melihat dari sejarah kehidupan politik di Indonesia, anak muda
justru menjadi garda terdepan dalam pergerakan iklim prolitik. Seperti yang
digambarkan dalam jurnal yang berjudul “Marooned in the Junction: Indonesian
Youth Participation in Politics” yang ditulis Adeline M. Tumenggung dan Yanuar
Nugroho, menyatakan bahwa gema politik di Indonesia awalnya bahkan dipelopori

oleh anak muda, salah satunya di masa Order Baru saat pemerintahan Soeharto
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runth atau yang biasa kita sebut sebagai era reformasi. Anak muda menjadi ujung
tombak perubahan, berjuang antara hidup dan mati dalam demonstrasi besar-
besaran di tahun 1998 demi melengserkan pemerintahan yang dianggap korup.
Tindakan yang dilakukan anak muda pada rezim Soeharto tersebut merupakan salah
satu bentuk partisipasi politik. Jika merujuk pada sejarah ini, maka kurang tepat jika
anak muda dianggap apatis terhadap politik. Pada kenyataannya, bangsa ini justru
berdiri dari semangat dan partisipasi politik anak muda (Nugroho, 2015).

Namun kemudian, geliat reformasi ini tidak dibarengi denga penyegaran
iklim politik itu sendiri. Tidak ada perubahan yang signifikan dari karakteristik
wakil rakyat dan pemerintah secara keseluruhan. Cita-cita anak muda untuk
memiliki wakil rakyat yang bersih dan berintegritas ternyata masih jauh dari
harapan. Jangankan untuk mewakili kepentingan anak muda, untuk tetap jujur dan
tidak korup saja masih mustahil. Lambat laun kepercayaan terhadap wakil rakyat
menjadi pudar. Semangat partisipasi politik anak muda juga mulai surut (Sukardi,
2020). Hal ini bisa dilihat dari aura unjuk rasa yang tak lagi sama dari tahun ke
tahun pasca reformasi. Demonstran bayaran merajalela dan banyak aktivis muda
yang tak lagi menunjukkan taringnya. Belum lagi dengan survey-survey yang
menunjukkan bahwa anak muda tak lagi tertarik dengan politik, mereka memilih
untuk menjadi “golongan putih” dalam pemilihan umum, dan menghindari segala
bentuk informasi politik. Sekalipun partai politik mulai merekrut anak-anak muda
sebagai sayap kiri mereka, bukan berarti suara anak muda bisa nyaring di dengar.
Ironisnya hal tersebut sering kali hanya dijadikan alat untuk meraup suara anak

muda di Pemilu karena jumlahnya yang tinggi (Dedi Amrizal, 2018).
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Anak muda kemudian menjadi sinis, acuh dan apatis terhadap politik di
Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Keacuan itu bisa dilihat dari partisipasi
politik mereka di pemilihan umum Legislatif Hasil penelitian Lembaga Kajian
Demokrasi dan Hak Asasi terhadap 500 anak muda usia 15-30 tahun di 5 kota besar;
DKI Jakarta, Palu, Cirebon, Jayapura, dan Pekanbaru, menunjukkan lebih dari 50%

anak muda enggan memilih dalam Pemilu Legislatif di 2014 (Arie Putra, 2014).

Gambar 1.1 Distribusi Responden yang Menggunakan Hak Pilih

dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014
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Jika bicara partisipasi politik, sebenarnya bukan sekedar keikutsertaan
seseorang dalam pemilihan umum, tapi ada banyak bentuk lainnya. Mohtar
Mas’oed dalam bukunya “Politik, Birokrasi dan Pembangunan” membagi
partisipasi politik menjadi dua bentuk yakni konvensional dan non konvensional

(Mas'oed, 2013). Konvensional diantaranya memberi suara di pemilihan umum,
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kampanye politik, bergabung dengan partai politik atau menjadi pejabat publik.
Sedangkan non-konvensional diantaranya demonstrasi, membuat petisi, mogok
kerja, hingga tindakan brutal sebagai protes politik. Sedangkan Milbrath dan Goel
membagi 3 karakteristik masyarakat dalam berpartisipasi politik. Yang pertama,
adalah Pemain atau Gladiators, adalah para pemangku kepentingan seperti pejabat
negara dan anggota parlemen. Pemain bisa juga dari sisi ekstrim seperti para aktivis
dan demonstran yang secara terbuka menyuarakan protes mereka pada pemerintah.
Yang kedua adalah Penonton atau Spectators adalah mereka yang tidak terlibat
secara aktif dalam politik namun mengikuti perkembangan politik melalui
pemberitaan media, mengikuti diskusi politik non-formal tanpa ada tujuan
perebutan kekuasaan. Sedangkan yang terakhir dimana jumlahnya paling banyak
adalah kelompok apatis. Masyarakat yang secara pasti sudah tidak percaya lagi
dengan pemerintahan atau sistem politik sehingga memilih untuk tidak terlibat
sama sekali dan tidak berkemauan untuk mencari informasi tentang apapun
berkaitan dengan politik dan segala dinamikanya (Goel, 1982).

Anak muda di Indonesia memiliki perubahan bentuk partisipasi politik dari
jaman ke jaman. Adeline M. Tumenggung dan Yanuar Nugroho dalam penelitian
mereka yang berjudul “Marooned In The Junction: Indonesia Youth Participation
in Politics”, mengungkap partisipasi politik anak muda mulai dari era reformasi
dimana cara non-konvensional dipakai untuk meruntuhkan pemerintahan Orde
Baru. Gerakan demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap
pemerintahan yang korup, membuat gambaran anak muda sebagai ekstrim kiri yang

secara aktif menkritisi pemerintah. Namun kemudian gerakan itu bergeser dan anak
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muda lambat laun menjadi apatis. Adeline dan Nugroho menggambarkan
kegelisahan anak muda dimana mereka menganggap politikus cenderung oportunis,
hanya memanfaatkan mereka demi kepentingan suara dalam pemilu. Sebagian
besar menganggap politik adalah korup dan pembohong dan membuat kepercayaan
anak muda hilang pada politik (Nugroho, 2015).

Namun sejak kehadiran teknologi informasi di Indonesia, dan anak muda
menajadi kelompok yang paling sering terpapar teknologi tersebut, maka kesadaran
politik mereka mulai muncul lagi. Kelompok anak muda yang hidup dengan
internet sering disebut sebagai “kaum milenial”. Seseorang yang lahir di tahun
80’an hingga 2000 disebut Martin & Tulgan sebagai “generasi milenial” karena
berdasarkan tahun kelahiran itu ada histori kelahiran teknologi terbarukan seperti
komputer dan internet (Putra, 2016). Hidup berdampingan dengan internet akhirnya
membawa kaum milenial lebih dekat dengan pemerintahan. Mereka bisa mencari
tahu lebih banyak tentang kebijakan pemerintah atau mengenal lebih dekat calon
anggota legislatif. Setidaknya membuat partisipasi politik anak muda kembali
muncul. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti dari Universitas
Swiss German, Loina Lalolo Krina Perangin-angin dan Munawaroh Zainal dengan
judul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media
Sosial” (Loina Lalolo Krina Perangin-angin, 2014). Mereka membahas tentang
anak muda yang berusaha “melek” politik dengan memanfaatkan media
komunikasi terbarukan seperti sosial media untuk mencari tahu profil calon
pemimpin di Pemilihan Umum 2014. Kedekatan anak muda dengan teknologi

dilihat sebagai kunci meningkatkan partisipasi politik mereka. Namun partisipasi
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kaum milenial yang memanfaatkan teknologi internet ini dilihat sebatas “penonton”
yang mengkritisi kerja pemerintah melalui banyak platform di media sosial. Belum
terlihat niatan mereka untuk terjun lebih aktif di dunia politik, apalagi terjun
langsung sebagai anggota legislatif misalnya.

Beberapa penelitian cenderung lebih banyak melihat posisi kaum milenial
sebagai pemilih di Pemilihan Umum dan membahas partisipasi politik mereka di
media sosial. Seperti pada penelitian yang berjudul “Media Sosial dan Budaya
Politik Generasi Milineal dalam Pemilu” oleh Kokom Komariah dan Dede Sri
Kartini dari Universitas Padjajaran (Kartini, 2018). Artikel ini membahas tentang
fenomena penggunaan media sosial sebagai instrumen komunikasi politik di
Pemilu, serta efektifitas konten media sosial tersebut dalam membentuk pola
perilaku politik generasi milineal. Partisipasi politik kaum milenial disini yakni
dengan mencari tahu profil calon kandidat, teknis pelaksanaan pemilu dan juga visi-
misi para kandidat, serta berdiskusi tentang konten politik di media sosial.
Penelitian ini melihat seberapa besar kaum milenial kemudian akan menggunakan
hak pilih mereka setelah mendapatkan berbagai informasi poitik tersebut dari
internet. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melihat ada masalah lain yang
perlu dibahas melihat perkembangan posisi kaum milenial di politik tidak hanya
sebagai objek, tapi justru sebagai subjek utama. Kesadaran politik kaum milenial
kini menuju pada bentuk partisipasi politik yang berbeda, khususnya dalam
Pemilihan Umum Legislatif di tahun 2019.

Dari data yang dihimpun portal berita Tirto.id ada sekitar 878 caleg muda

berusia di bawah 30 tahun di Pileg 2019. Jumlah ini meningkat 100 persen jika
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dibanding dengan Pileg 2014 dimana jumlah caleg muda usia dibawah 30 tahun ada
414 orang (Kresna, 2019). Partai-partai politik juga sudah mulai melihat kehadiran
anak muda dan mengusung. Mereka menjadi caleg adalah senjata ampuh untuk
memenangkan kontestasi dalam pemilu. Eksistensi anak muda sebagai pemain
dalam politik juga ditandai dengan kemunculan parta baru yang berafiliasi pada
peran anak muda yakni Parta Solidaritas Indonesia (PSI). PSI sendiri menyumbang
paling banyak caleg muda yakni ada 240 caleg dalam Pemilu Legislatif tahun 2019
(Medistiara, 2018). Ini menandakan pergerakan baru kaum muda dalam dunia
politik. Paradigma masyarakat tentang anak muda sebagai kelompok apolitis atau
apatis mulai terkikis. Kini kehadiran anak muda di dunia politik Indonesia bukan
hanya sebagai komentator pemerintah di media sosial, atau lumbung suara bagi
partai politk, tapi juga pemain utama di kursi parlemen. Inilah bentuk partisipasi
politik kaum milenial yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kaum muda kini seolah ingin menunjukan eksistensi mereka. bukan sekedar
sebagai tukang protes di jalanan atau di ruang maya, tapi juga bisa terjun langsung
dalam sistem politik sebagai pemain utama di kursi parlemen. Paradigma yang
mulai bergeser ini juga ditunjukan dalam survei yang dilakukan oleh lembaga
jurnalistik global “Orb Media Network™ bekerja sama dengan Tempo.co bahwa
partisipasi politik anak muda meningkat di indonesia khususnya dalam politik
praktis. Sejarahnya berawal ketika anak muda mulai sering berani berbicara di
media sosial tentang pemerintahan yang korup, berujung pada partisipasi politik
praktis yang merasa sistem politik baru bisa berubah dan harus dibenahi dari

“dalam” (Makitan, 2018). Pergerakan politik praktis kaum muda tak lepas dari
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pemanfaatan teknologi media terbarukan, yang dipakai untuk kampanye dan
sosialisasi diri. Anak muda dengan kemajuan teknologi yang disebut sebagai kaum
milenial ini, mulai bergerak di koridor perebutan kursi legislatif baik di Dewan
Perwakilan Rakyar (DPR) RI ataupun Daerah (DPRD).

Mengapa ini penjadi permasalahan dan ketertarikan peneliti untuk
membahasnya lebih dalam, karena melihat perkembangan partisipasi politik anak
muda yang sudah dijelaskan sebelumnya belum banyak diteliti lebih lanjut oleh
para peneliti lainnya. Pergerakan anak muda dari jaman reformasi hingga era digital
sekarang lambat laun menghasilkan bentuk partisipasi politik yang berbeda-beda.
Di awal pergerakan pemuda dalam partisipasi politik adalah sebagai watchdog bagi
pemerintahan yang korup atau dirasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik,
bergerak sebagai demontran kemudian berubah menjadi apatis dan kembali
“melek” politik dan menjadi kritikus politik di berbagai platform melalui internet.
Namun kini peran itu terus bergeser dimana anak muda justru tertarik dengan
pemerintahan itu sendiri, kaum milenial mulai memanfaatkan teknologi internet
justru untuk mendapatkan suara sebagai calon anggota legislatif. Pergeseran wujud
partisipasi politik kaum milenial ini salah satunya bisa dilihat di Pemilihan Umum
Legislatif 2019 salah satunya dalam pemilihan legilatif untuk kursi parlemen di
Dewan Pewakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang menajadi fokus penelitian ini.
Peneliti mewawancari sejumlah caleg milenial dan mencoba meneliti wujud
partisipasi politik mereka sebagai pemain utama dalam kontestasi politik di Pileg
20109.

1.2 Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah
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Dari uraian permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini adalah untuk
melihat wujud partisipasi politik kaum milenial yang terus bergeser, dimana di
Pemilihan Legislatif 2019 anak muda justru hadir sebagai kontestan politik dengan
menjadi caleg di Pileg 2019 khususnya daerah pemilihan DKI Jakarta. Di tahun
2019, posisi anak muda tidak hanya sebagai lumbung suara yang selama ini
diperebutkan partai politik. Kehadiran lebih dari 800 caleg muda di Pileg 2019
menunjukkan anak muda bukan lagi sebagai objek politik, melainkan sebagai
subjek. Angka partisipasi politik anak muda sebagai caleg meningkat drastis di
Pileg 2019, dan hal ini mengubah paradigm lama yang menyebut anak muda apatis
terhadap politik.

Penelitian ini difokuskan pada masa Pemilihan Umum tahun 2019, dimana
pada periode ini berlangsung secara serentak proses pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, serta Pemilihan Anggota Legislatif yang diikuti oleh para caleg dari 16
Partai Politik. Adapun responden dalam penelitian ini adalah anak-anak muda
dengan rentan usia 21-35 tahun, yang ikut menjadi calon anggota legislatif (caleg)
di pemilihan legislatif DPRD DKI Jakarta.

Dari penjelasan di atas, maka masalah-masalah yang coba dipecahkan

melalui penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana partisipasi politik kaum milenial pada Pemilhan Umum
Legislatif DPRD DKI Jakarta tahun 2019?
2. Mengapa kaum milenial mau menjadi anggota dewan di Pileg DPRD DKI

Jakarta
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3. Apa yang menjadi tujuan utama kaum milenial menjadi anggota dewan di

Pileg DPRD DKI tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini penulis gambarkan melalui beberapa poin
di bawah ini :
1. Untuk mengetahui wujud/bentuk partisipasi politik kaum milenial di
pemilihan legislatif DPRD DKI Jakarta tahun 2019
2. Untuk alasan apa yang membuat kaum milenial berpartisipasi politik
dengan menjadi calon anggota dewan di pemilihan legislatif DPRD DKI
Jakarta tahun 2019
3. Untuk mengetahui tujuan utama kaum milenial merebutkan kursi anggota

dewan di pemilihan legislatif DPRD DKI Jakarta tahun 2019

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat pergerakan masif kaum milenial
yang terlibat dalam politik praktis, khususnya dalam kontestasi perebutan kursi
anggota dewan baru terjadi beberapa tahun belakangan ini khususnya terlihat dalam
Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019. Peneliti melihat bahwa penelitian
terdahulu pun belum banyak yang membahas secara mendalam tentang fenomena
ini. Meski keberadaan anak muda dalam politik bukanlah hal baru, namun
partisipasi politik kaum milenial sebagai caleg untuk bisa menembus kursi

parlemen adalah pemandangan yang baru dan berbeda dari tahun-tahun
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sebelumnya. Ini menandakan ada hal-hal yang melatarbelakangi keterlibatan
mereka, dan belum banyak peenliti yang mencoba menggali lebih dalam apa saja
hal-hal tersebut.

Hal tersebut di atas membuat penelitian ini akan sangat bermanfaat secara
akademis karena bisa melakukan validasi serta melengkapi penelitian sebelumnya,
yang kebanyakan hanya berfokus pada kaitan anak muda dengan politik hanya
sebatas sebagai pemilih bukan pemain utama dalam kontes Pemilu. Penelitian ini
akan menjawab dan menyajikan fakta-fakta baru kekinian mengenai wujud baru
partisipasi politik kaum milenial dan hal-hal yang membuat besarnya minat anak
muda terjun pada politik praktis. Penelitian ini juga bisa menjadi pedoman bagi
peneliti selanjutnya untuk membahas banyak hal berkaitan dengan partisipasi anak
muda atau kaum mulenial dalam politik praktis.

Selain itu, ada manfaat praktis, dimana penelitian ini bisa menjadi acuan
dan dimanfaatkan oleh para praktisi, diantaranya

1. Bagi para pemangku kebijakan, khususnya yang mengatur tentang

Pemilihan Umum baik di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan

Umum atau Badan Pengawas Pemilu, untuk membuat regulasi yang bisa

menjembatani aspirasi anak muda yang mau terlibat langsung dalam politik

praktis sebagai caleg.
2. Bagi partai politik, untuk bisa membuka ruang lebih lebar dan menjadi

kendaraan yang baik bagi kaum milenial agar bisa terjun langsung di

parlemen dan membantu secara langsung dalam membuat kebijakan.
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3. Bagi para politisi, baik anak muda ataupun yang senior agar bisa menjadi
acuan untuk menelaah kembali visi misi dan tujuan utama terlibat dalam
politik praktis, dan menciptakan kesetaraan dalam penyampaian pemikiran,
melihat fungsi utama legislatif sebagai badan perwakilan rakyat yang
seharusnya bisa mewakili semua pihak termasuk anak muda.

4. Bagi kaum milenial, sebagai sudut pandang baru melihat hiruk pikuk politik
tidak hanya dari luarnya saja, tapi mencoba masuk ke dalam untuk melihat
lebih dekat apa saja peran politik dalam kehidupan bernegara, terlapas dari

kritik mengenai perebutan kekuasaan semata.

1.5 Objek dan Lokasi Penelitian

Muda dan mencoba masuk dalam wilayah paling sensitif sekaligus paling
menggiurkan di politik, yakni legislatif, merekalah yang menjadi objek dalam
penelitian ini. Melihat jumlah keikutsertaan anak muda yang semakin meningkat di
pemilihan legislatif tahun 2019, membuat penulis tertarik untuk membahasnya
lebih dalam. Paradigma bahwa anggoda dewan korup karena sistem politik yang
korup juga, awalnya dibangun dari pandangan dan protes kaum muda. Namun kini
kaum ini juga yang berlomba-lomba masuk ke DPR dan berebut kursi anggota
dewan. Anggapan bahwa menjadi wakil rakyat hanya bisa dilakukan oleh segelintir
individu “berpengalaman”, kini seolah terbantahkan dengan kehadiran anak muda
yang bahkan tidak punya pengalaman politik, namun namanya bisa tercantum
dalam surat suara. Kampanye pemilihan legislatif diwarnai dengan wajah-wajah

muda baik di media konvensional seperti spanduk, maupun media terbarukan,
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Anak-anak muda ini lah yang peneliti coba jadikan objek penelitian untuk
menjawab fenomena wujud partisipasi politik kaum milenial dalam pileg 2019.
Para responden ini merupakan anak muda usia 21-35 tahun yang tergabung
dalam partai politik dan menjadi peserta atau caleg dalam pemilihan legislatif di
tahun 2019. Semua responden berasal dari wilayah pemilihan di DKI Jakarta untuk
menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari berbagai partai politik
yang berbeda-beda. Selain itu sebagai pendukung, penulis juga mewawancara
pengamat politik untuk melengkapi data-data tambahan, dan menjawab
permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Semua kegiatan penelitian

di lakukan di wilayah DKI Jakarta.
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